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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah 

dianalisis diatas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu dasar 

pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur 

hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengacu pada studi kasus 

Akil Mochtar belum sepenuhnya dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Secara yuridis, pertimbangan putusan hakim 

mengacu pada dua alat bukti yang sah dan meyakinkan serta hal-hal yang 

sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga harus 

menggunakan hati nurani dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup 

karena hal itu termasuk merampas hak asasi manusia. Untuk pertimbangan 

secara non-yuridis, hakim dapat mempertimbangkan track record pelaku 

tindak pidana korupsi. Jika pelaku sudah berulang kali melakukan tindak 

pidana korupsi, atau pelaku melakukannya saat terjadi bencana alam atau 

negara sedang dalam krisis moneter, maka dapat dipidana dengan pidana 

yang lebih berat dari sebelumnya atau bahkan bisa sampai pidana mati. 

Sikap pelaku tindak pidana korupsi dalam persidangan juga termasuk hal 

yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, mengakui 

perbuatan atau tidaknya, menyesali perbuatan tersebut atau tidaknya setelah 

melakukan tindak pidana korupsi. 
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B. Saran 

Sesuai dengan judul yang diambil mengenai dasar pertimbangan 

putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi, penulis memberikan saran yaitu adanya 

keberanian hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana penjara seumur 

hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pemberatan dalam kasus 

korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara sangat dibutuhkan demi 

mencegah terjadinya korupsi lagi serta memberikan efek jera yang lebih 

kepada pelaku tindak pidana korupsi. Diperlukan pula penguatan fungsi 

hakim sebagai corong undang-undang juga penegak keadilan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjatuhkan pidana seumur hidup atau 

bahkan sampai pidana mati. Seperti yang sudah dijelaskan dalam studi kasus 

Akil Mochtar, dalam Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penggunaan 

kata “dan” yang seharusnya menjadikan pidana penjara waktu tertentu atau 

pidana penjara seumur hidup harus dikumulasikan dengan pidana denda. 

Menurut penulis, hakim seharusnya tetap menjatuhkan dan mengharuskan 

membayar pidana denda terhadap Akil Mochtar. Jika pidana denda tidak 

dimungkinkan dilaksanakan kareana suatu hal seperti: tidak mampunya 

terdakwa, hakim mungkin bisa memberikan pidana tambahan seperti 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan terhadap barang tertentu, ataupun 

pengumuman putusan hakim. Upaya tersebut dilakukan demi kembalinya 

uang yang sudah dikorupsi oleh pelaku.  
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Berdasarkan penelitian penulis, pidana penjara seumur hidup yang 

telah dijatuhkan terhadap Akil Mochtar mengakibatkan tidak dapatnya 

diproses pemidanaan yang lain seperti kepemilikan narkotika. Maka 

disarankan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu 

direvisi atau ditambahkan beberapa penjelasan mengenai perumusan sanksi 

pidana untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi 

pemidanaan. 
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